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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai 

instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk 

seni tari tradisional. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat menjaga hak 

ekonomi dan moral para seniman. Namun efektivitasnya di Kabupaten 

Gunungkidul sendiri masih rendah, yang tercermin dari minimnya perlindungan 

hukum terhadap karya seni tari. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 

dari sekitar 60 sanggar seni yang ada, tidak satu pun karya seni tari yang terdaftar 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh karena itu, 

untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektvitas implementasi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di 

Kabupaten Gunungkidul, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dan 

upaya yang dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam 

melindungi karyanya. 

Penelitian ini menggunakan metode lapangan yang didukung dengan studi 

kepustakaan serta pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji 

efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya seni tari di 

kalangan seniman. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak 

Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Gunungkidul, serta 

para seniman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen terkait 

yang dianalisis secara sistematis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di 

Kabupaten Gunungkidul belum efektif. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya 

penerapan regulasi, belum optimalnya koordinasi antara Kemenkumham 

Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Gunungkidul, rumitnya proses pendaftaran hak 

cipta, minimnya pendampingan bagi seniman, serta rendahnya kesadaran seniman. 

Selain itu, seni tari lebih sering dipandang sebagai warisan budaya kolektif daripada 

sebagai karya yang membutuhkan perlindungan hukum. Untuk melindungi 

karyanya, seniman mengandalkan dokumentasi dan publikasi di platform digital, 

mengupayakan pengakuan hak moral, serta aktif berpartisipasi dalam festival. 

Seniman berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi, 

mempermudah proses pendaftaran hak cipta, serta menyediakan platform digital 

sebagai arsip karya seni tari di Gunungkidul. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Hak Cipta, Seni Tari, Upaya Perlindungan 
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ABSTRACT 

 

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is present as a legal 

instrument to provide protection for creative works, including traditional dance. 

The implementation of this regulation is expected to protect the economic and moral 

rights of artists. However, its effectiveness in Gunungkidul Regency itself is still low, 

which is reflected in the minimal legal protection for dance works. This can be seen 

from the data showing that out of around 60 existing art studios, not a single dance 

work is registered with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). 

Therefore, to see the factors that influence the effectiveness of the implementation 

of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright for dance studio works in 

Gunungkidul Regency, the main problem in this study is how effective the 

implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is for dance 

studio works in Gunungkidul Regency and the efforts made by dance studio artists 

in Gunungkidul Regency in protecting their works. 

This research employs a field study method supported by a literature review 

and an empirical juridical approach, which examines the effectiveness of the 

implementation of the Copyright Law on dance art among artists. Data is collected 

through interviews with representatives from the Ministry of Law and Human Rights 

of Yogyakarta, the Gunungkidul Department of Culture, and local artists. 

Additionally, this study utilizes secondary data obtained from various sources, such 

as books, journals, the internet, and relevant documents, which are systematically 

analyzed. 

The results of this study indicate that the implementation of Law Number 28 

of 2014 concerning Copyright for dance studio works of art in Gunungkidul 

Regency has not been effective. The contributing factors include the lack of 

regulatory enforcement, weak coordination between the Ministry of Law and 

Human Rights of Yogyakarta and the Gunungkidul Department of Culture, the 

complexity of the copyright registration process, limited assistance for artists, and 

low awareness among artists. Furthermore, traditional dance is often perceived as 

a collective cultural heritage rather than a creation requiring legal protection. To 

safeguard their works, artists rely on documentation and publication through 

digital platforms, seek moral rights recognition, and actively participate in 

festivals. Artists hope that the government will enhance copyright education and 

socialization, simplify the registration process, and provide a digital platform to 

archive dance works in Gunungkidul. 

 

Keywords: Effectiveness, Implementation, Copyright, Traditional Dance, 

Protection Efforts 
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MOTTO 

 

“Not Today But Someday” 

 

 

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap."  

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih banyak hal yang dapat diperbaiki serta dikembangkan lebih lanjut. Oleh 

karena itu penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat, tidak 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam kebudayaanya. Hal tersebut 

tercermin dalam beragam tradisi, adat istiadat, dan seni. Setiap daerah di Indonesia 

memiliki kekhasan budaya yang unik, menampilkan warisan sejarah dan kehidupan 

masyarakatnya. Salah satu aspek yang paling mencolok dari keragaman budaya 

Indonesia tersebut adalah seni tari. Tarian di Indonesia tidak hanya menjadi wujud 

ekspresi seni belaka, tetapi juga merangkum nilai-nilai budaya, cerita rakyat, ritual, 

dan kepercayaan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Itulah 

sebabnya seni dinobatkan sebagai wujud dari kekayaan dan keberagaman budaya 

bangsa Indonesia.  

Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar 

belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari juga bagian dari floklor dan kebudayaan 

rakyat yang berbentuk ekspresi.1 Di Indonesia sendiri seni tari mempunyai banyak 

ragam jenis mulai dari tarian tradisional yang melekat dengan kebudayaan daerah 

hingga seni tari kontemporer yang mencerminkan pada perkembangan zaman. 

Dimana tari sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana yang disebutkan di dalam 

pasal 40 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

 
1 Muhammad Yusuf Ibrahim, “Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hlm. 2034. 



2 

 

 
 

Cipta.  

Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) merupakan salah 

satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai pusat budaya dan tradsi jawa. 

Dengan status keistimewaannya, Yogyakarta memiliki nilai sejarah dan kebudayaan 

yang kental, dipengaruhi oleh sistem kerajaan Mataram yang masih berlangsung 

hingga saat ini. Seni, adat, serta berbagai ekspresi budaya lainnya menjadikan 

Yogyakarta sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, mulai dari upacara 

adat, kerajinan tangan, hingga seni pertunjukan seperti tari tradisional. Provinsi 

yang dijuluki sebagai kota budaya ini memiliki empat kabupaten, yakni Sleman, 

Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, serta satu kota, yaitu Yogyakarta. Masing-

masing wilayah tersebut memiliki keunikan budaya dan karakteristik tersendiri. 

Gunungkidul misalnya, memiliki posisi yang strategis dalam pelestarian seni dan 

budaya, utamanya seni tari. Meskipun daerah ini dikenal wisatawan karena pesona 

alam yang menakjubkan seperti pantai-pantai, gua-gua karst, dan perbukitan hijau, 

kabupaten ini juga menyimpan kekayaan budaya yang layak untuk dilestarikan.  

Masyarakat di Gunungkidul masih tetap melestarikan tradisi serta 

kebudayaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 

Keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya masih dijaga dengan baik di wilayah 

tersebut. Di antara tradisi yang dilestarikan antara lain acara rasulan tahunan, seni 

tradisional seperti tari, reog, dan jathilan, serta berbagai praktik budaya yang masih 

dijalankan oleh masyarakat Gunungkidul meskipun di tengah era modern ini.2 Di 

 
2 Aviq Nur Rohman, “Budaya Kearifan Lokal”, 

https://desalogandeng.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/201, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 

10.59 WIB. 

 

https://desalogandeng.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/201
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Kabupaten Gunungkidul sendiri, kesenian terutama seni tari menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik sebagai bentuk ekspresi budaya 

maupun sebagai sarana hiburan dan ritual.   

Dalam implementasinya, penciptaan tari tersebut tidak luput dari campur 

tangan para seniman hebat yang tentunya mempunyai daya intelektualitas tinggi 

dalam proses penciptaannya. Para seniman tersebut biasanya memiliki sebuah 

kelompok yang berada dalam satu tempat yakni sanggar tari. Sanggar-sanggar ini 

menyediakan tempat bagi para penari untuk berlatih, belajar, dan menciptakan 

karya seni tari baru. Di kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki berbagai sanggar 

tari yang menjadikan pusat kegiatan bagi para seniman tari.   

Berdasarkan data terbaru dari pendaftaran Surat Keterangan Organisasi 

Seni dan Budaya (SK-Sidaya) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, 

terdapat setidaknya 60 sanggar seni yang aktif dan menjadi wadah bagi para 

seniman tari dalam melatih serta mempertunjukkan karya-karya mereka. Namun 

bila dibandingkan dengan data tahun 2021 yang mencatat hanya 37 sanggar seni 

yang secara resmi terdaftar, terdapat selisih jumlah yang cukup mencolok. Lebih 

lanjut dari 37 sanggar yang tercatat pada tahun 2021 tersebut, hanya 13 sanggar 

yang kembali muncul dalam daftar 60 sanggar di SK-Sidaya terbaru. Hal ini 

menunjukkan adanya dinamika keaktifan sanggar atau kemungkinan belum 

optimalnya sistem pendataan dan legalitas sanggar seni di wilayah tersebut. 

Meskipun potensi seni tari di Gunungkidul begitu besar, perlindungan hukum 

terhadap karya-karya seni tari masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari 

sisi pendataan dan legalitas sanggar sebagai representasi pelaku seni.        
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Data dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tersebut 

menunjukkan terdapat banyak sanggar seni yang telah terdaftar secara 

administratif. Namun realitanya tidak sejalan dengan perlindungan hukum terhadap 

karya seni tari yang mereka hasilkan. Hingga saat ini, berdasarkan data dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, belum 

ada satupun karya seni tari dari Kabupaten Gunungkidul yang resmi terdaftar 

sebagai hak cipta. Satu-satunya yang telah mendapatkan pengakuan adalah Tari 

Tayub, yang tercatat dalam Surat Pencatatan Inventarisasi Ekspresi Budaya 

Tradisional sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal.3 

Ketidakseimbangan antara jumlah sanggar seni yang berkembang dan minimnya 

pendaftaran hak cipta ini menunjukkan adanya pertanyaan tentang efektivitas 

implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam 

melindungi karya seni tari di Gunungkidul.  

Selain itu dalam praktiknya, seniman tari juga menghadapi berbagai 

kendala yang semakin menegaskan lemahnya perlindungan hukum di lapangan. 

Seni tari pada hakikatnya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk seni 

yang kolaboratif mencakup unsur musik pengiring, kostum, tata panggung, serta 

ekspresi dramatik dalam pertunjukannya. Salah satu permasalahan yang muncul 

berasal dari unsur musik pengiring tari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Dwi Kristiani selaku pemilik Sanggar Sekar Moyo, diketahui bahwa beliau telah 

dua kali mengalami pelanggaran terhadap hak eksklusif atas musik tari yang telah 

 
3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, 

https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kemenkumham-bersama-pemprov-yogyakarta-

lindungi-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal , diakses pada 16 Oktober 2024 

Pukul 12.11 WIB. 

https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kemenkumham-bersama-pemprov-yogyakarta-lindungi-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal
https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kemenkumham-bersama-pemprov-yogyakarta-lindungi-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal
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dibeli secara sah dari seorang penata musik. Musik tersebut seharusnya menjadi 

milik penuh Ibu Dwi, karena telah dibeli dengan biaya yang tidak sedikit dan 

disertai perjanjian tertulis. Namun pada kenyataannya penata musik tersebut 

kembali menjual karya yang sama kepada pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan 

ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian 

hukum terhadap kepemilikan karya seni pendukung tari.4 Fenomena ini semakin 

memperlihatkan perlunya efektivitas hukum yang lebih baik dalam memberikan 

perlindungan bagi para pencipta seni tari. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seharusnya 

menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak cipta pencipta karya 

seni tari, termasuk dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan 

eksklusivitas penggunaan karya seni tersebut. Alasan seni tari tersebut perlu 

dilindungi karena proses menghasilkan karya membutuhkan daya intelektualitas 

yang tinggi dan dihasilkan dengan energi, waktu, serta biaya yang tidak sedikit. 

Namun masih terdapat tantangan dalam implementasi aturan ini terutama dalam 

pendaftaran hak cipta, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta keadaran 

seniman terhadap pentingnya legalitas karya mereka.  

Berdasarkan uraian problematika di atas penulis tertarik untuk meneliti 

dan melakukan kajian mendalam tentang “Efektivitas Implementasi Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar 

Tari di Kabupaten Gunungkidul”. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

 
4 Wawancara dengan Ibu Dwi Kristiani selaku Ketua Sanggar Tari Sekar Moyo pada 

tanggal 18 Desember 2024 
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sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan secara optimal serta mengeksplorasi 

kendala yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum bagi para seniman 

di Kabupaten Gunungkidul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten 

Gunungkidul? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten 

Gunungkidul dalam melindungi karyanya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Untuk mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan seniman di sanggar 

tari dalam melindungi karyanya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam 
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menilai efektivitas implementasi hak cipta terhadap karya seni tari di 

Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat 

memperkaya literatur terkait efektivitas perlindungan hak cipta bagi 

seni tari, terutama di daerah yang kaya akan budaya seperti 

Gunungkidul, Yogyakarta. 

b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

para pelaku seni, terutama pengelola sanggar tari di Gunungkidul 

tentang pentingnya mendaftarkan hak cipta untuk melindungi karya 

cipta mereka serta dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah Gunungkidul dalam upaya mendorong pendaftaran hak 

cipta lebih banyak karya seni tari di daerah tersebut agar mendapatkan 

perlindungan hukum yang lebih kuat dan terhindar dari eksploitasi. 

D. Telaah Pustaka  

Pada bagian telaah pustaka memuat kajian terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai 

Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari di Kabupaten Gunungkidul, penulis 

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai judul 

tersebut. Namun untuk menghindari  terjadinya kesamaan terhadap penelitian 

sebelumnya, penulis menelusuri beberapa perbedaan dan pembaharuan penelitian.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Yaumil dengan judul 

“Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pelaku Spoiler Film di Media 

Sosial TikTok dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh” tahun 2023. Penelitian ini 
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membahas tentang permasalahan hukum terkait belum spesifiknya regulasi 

terhadap tindakan spoiler di media sosial serta kendala dalam penerapan hukum 

terhadap pelanggaran hak cipta film di platform seperti TikTok. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebijakan TikTok belum sejalan dengan regulasi hak cipta 

yang berlaku, sehingga pelanggaran hak cipta dalam bentuk spoiler film masih sulit 

dikendalikan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah 

cukup efektif dalam beberapa aspek perlindungan film, penerapannya masih 

bergantung pada delik aduan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan 

adanya kesadaran hukum serta pembaruan regulasi agar perlindungan hak cipta 

semakin optimal. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak 

pada kajian mengenai efektivitas Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

dalam memberikan perlindungan terhadap suatu bentuk karya cipta. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Syahrul Yaumil berfokus 

pada efektivitas perlindungan hak cipta terhadap film dan bagaimana regulasi 

tersebut diterapkan dalam mengatasi pelanggaran di media sosial seperti TikTok. 

Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti efektivitas regulasi hak cipta 

terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam konteks 

pendaftaran dan perlindungan hak cipta bagi sanggar-sanggar tari. Selain itu 

penelitian penulis lebih berorientasi pada perlindungan hak cipta dalam lingkup 

budaya lokal, sedangkan penelitian Syahrul lebih menyoroti isu hak cipta dalam 

industri kreatif digital.5 

 
5 Syahrul Yaumil, “Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film 

Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh”, Skripsi Sarjana UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, (2023). 
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Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Mohammad Kevin Hendardi Kloer 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia 

(Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efektivitas perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Indonesia, khususnya 

ekspresi budaya tradisional (folklore), masih belum optimal meskipun telah diatur 

dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kurangnya kesadaran 

serta keterlibatan pemerintah daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional 

menjadi kendala utama. Selain itu perlindungan melalui Konvensi Bern juga belum 

maksimal, terutama dalam mencegah klaim oleh negara lain, seperti kasus Tari 

Pendet, Reog Ponorogo, dan Kuda Lumping. Kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis terletak pada kajian terhadap efektivitas Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap seni tari 

tradisional. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana regulasi hak cipta 

diterapkan dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada cakupan objek penelitian. Penelitian Mohammad Kevin 

Hendardi Kloer berfokus pada tari tradisional di Indonesia secara umum, dengan 

lingkup yang lebih luas dan mengaitkannya dengan perlindungan internasional 

melalui Konvensi Bern. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik membahas 

efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi karya seni tari di 

Kabupaten Gunungkidul, khususnya yang dihasilkan oleh sanggar-sanggar tari. 

Dengan demikian penelitian penulis lebih berorientasi pada konteks perlindungan 

hak cipta seni tari dalam skala lokal dan implementasi regulasinya di tingkat 
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daerah.6 

Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Vivin Anggraini dengan judul 

“Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap 

Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)” tahun 2021. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Magelang belum efektif dalam mempublikasikan Tari Topeng Ireng melalui media 

sosial, meskipun kebudayaan tersebut telah disahkan. Selain itu, pendataan 

kebudayaan oleh pemerintah setempat masih belum optimal, sehingga 

implementasi hukum terkait pemajuan kebudayaan belum berjalan maksimal. 

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus 

terhadap seni tari tradisional serta peran pemerintah daerah dalam implementasi 

regulasi yang berlaku. Namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus 

penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pemajuan kebudayaan Tari Topeng 

Ireng di Kabupaten Magelang, sementara penelitian penulis berfokus pada 

efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian penulis 

lebih menyoroti bagaimana regulasi hak cipta diterapkan dan sejauh mana 

efektivitasnya dalam melindungi seni tari di daerah tersebut.7 

Kempat, pada penelitian yang ditulis oleh Fuad Ary Dwi Tanto dengan judul 

 
6 Mohammad Kevin Hendardi Kloer, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian 

Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skipsi sarjana Universitas Islam Riau, (2021). 

 
7 Vivin Anggraini, “Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan 

Terhadap Upaya Dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”, Skripsi sarjana Universitas 

Muhammadiyah Magelang, (2021). 
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“Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Baik yang Belum Tercatat Hak 

Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul” tahun 2019. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melindungi motif batik di 

Kabupaten Gunungkidul dengan mendirikan lembaga independen seperti Dewan 

Kerajinan Nasional (Dekranas) di tingkat nasional dan Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah (Dekranasda) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Namun hambatan 

yang dihadapi oleh para pencipta atau pengrajin batik dalam memperoleh 

perlindungan hak cipta mencakup kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan 

intelektual, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan finansial. Oleh karena 

itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah khususnya terkait perlindungan hak 

cipta. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

fokusnya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dalam lingkup karya 

budaya di Kabupaten Gunungkidul. Keduanya juga mengkaji kendala yang 

dihadapi oleh pelaku seni dalam memperoleh perlindungan hukum serta peran 

pemerintah dalam mendukung implementasi regulasi yang berlaku. Sedangkan 

perbedaan utamamya terletak pada objek dan aspek yang dikaji. Penelitian ini 

berfokus pada perlindungan hukum terhadap motif batik yang belum tercatat hak 

ciptanya, sementara penelitian penulis berfokus pada efektivitas perlindungan hak 

cipta terhadap karya seni tari yang dihasilkan oleh sanggar tari di Kabupaten 

Gunungkidul. Selain itu, penelitian penulis menekankan pada implementasi 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam konteks seni tari, 

sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perlindungan terhadap motif batik yang 
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belum didaftarkan sebagai hak cipta.8 

Kelima, pada jurnal yang ditulis oleh Sulistijono dengan judul “Kepastian 

Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa 

Barat” tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap 

karya cipta Tari Jaipongan di Jawa Barat masih terbatas pada aspek pengaturan, 

sementara hak ekonomi seperti royalti, belum terealisasi dengan baik. Hal ini 

menyebabkan belum tercapainya kepastian hukum. Solusi yang diusulkan adalah 

pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif khusus seni tari dan adanya prosedur 

pencatatan yang lebih jelas terkait ragam tari yang bisa didaftarkan. Adapun 

kesamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang perlindungan 

hukum terhadap hak cipta seni tari di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak 

Cipta serta menyoroti aspek kepastian hukum dalam perlindungan karya seni tari. 

Kedua penelitian juga mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu 

memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pencipta tari. Sedangkan 

perbedaan utamanya terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian 

ini berfokus pada kepastian hukum terhadap perlindungan Tari Jaipongan di Jawa 

Barat, terutama dalam aspek pengaturan dan hak ekonomi seperti royalti. 

Sementara itu, penelitian penulis meneliti efektivitas perlindungan hak cipta 

terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada 

implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta peran 

pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hukum bagi seni tari tradisional 

 
8 Fuad Ary Dwi Tanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Baik yang Belum 

Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul”, Skripsi sarjana Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).  
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di daerah tersebut.9 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan 

kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Efektivitas hukum mejadi dasar 

kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah 

terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh 

masyarakat tersebut. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto menggunakan metode berpikir yang induktif-empiris dan memandang 

hukum sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang lama dan memiliki 

tujuan tertentu dalam pelaksanaannya.10 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana 

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif jika mampu 

memberikan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai 

tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan 

ketentuan hukum.11 Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan pada lima hal, 

yaitu:12 

 
9 Sulistijono, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di 

Wilayah Jawa Barat”, Jurnal SASI, Vo l . 2 6 N o . 4, (2020). 

 
10 Soerjono Soekanto, Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm.40. 

 
11 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja 

Karya 1988), hlm. 80. 

 
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.  
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1. Faktor Hukum 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, 

yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat 

maupun daerah yang sah.  

2. Faktor Penegak Hukum 

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam 

merancang dan menerapkan aturan hukum. Pihak-pihak ini terdiri dari 

aparat penegak hukum yang bertugas memastikan kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum 

mencakup institusi hukum serta individu yang menjalankan tugas 

penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, 

dan petugas administrasi di lembaga pemasyarakatan. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 

Fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai infrastruktur yang berfungsi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkupnya terutama mencakup 

berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas ini 

mencakup tenaga kerja yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang 

efektif, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, serta aspek 

lainnya. Selain itu, pemeliharaan fasilitas ini juga sangat penting agar tetap 

berfungsi dengan baik dan tidak malah menghambat proses yang seharusnya 

didukung. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berusaha menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 
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Pandangan publik terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap 

efektivitas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor penting dalam 

penegakan hukum yang optimal. Salah satu pendekatan yang dapat 

dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen sosial, tokoh 

masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu dalam merumuskan 

peraturan hukum perlu mempertimbangkan dinamika perubahan sosial agar 

hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur perilaku 

masyarakat. 

5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat. Namun 

menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, 

kedua faktor ini perlu dibedakan karena faktor kebudayaan secara khusus 

berkaitan dengan keberlakuan suatu hukum yang telah dibuat. Seiring waktu 

keberlakuan hukum tersebut akan terus diterapkan oleh masyarakat hingga 

membentuk budaya hukum. Dari sini dapat diambil makna yang lebi luas 

bahwa kebudayaan meliputi hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan menurut KBBI adalah tempat berlindung atau tindakan 

untuk melindungi. Perlindungan dapat berupa cara, proses, atau tindakan 

melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah atau yang berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk 

melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kekuasaan 

tertentu melalui Hak Asasi Manusia, yang memungkinkannya bertindak demi 

kepentingan tersebut.13 Sedangkan menurut M. Hadjon perlindungan hukum adalah 

suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek 

hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.14  

Phillipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah itu bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan atau sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindugan 

hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganan di lembaga peradilan.15 Salah satu sifat dan tujuan dari hukum itu 

sendiri untuk memberikan perlindungan (pengeyoman) kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam 

 
13 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 

121. 

 
14 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogykarta: Gajah Mada 

University Press, 2011), hlm.10. 

 
15 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Pxroduk 

Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Doktor, (Malang: 

Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18. 
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bentuk adanya kepastian hukum.16 

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) adalah 

hak ekonomi yang diberikan secara hukum kepada seorang pencipta atau penemu 

atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.17 Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) adalah hak atas karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan 

kemampuan mental dan pikiran, yang melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, serta 

biaya.18 

Menurut Sri Rejeki Hartono, Hak Kekayaan Intelektual memiliki 

karakteristik yang unik dan istimewa karena hak ini hanya muncul jika diberikan 

oleh negara. Negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada individu yang 

menciptakan karya intelektual, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di 

negara tersebut.19 

Berikut merupakan teori-teori yang menjadi landasan dari perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektuan (HKI), antara lain:20 

a. Teori Hak Alami (Natural Right Theory) 

 
16 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi, 

(Bandung: Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004), hlm. 112. 

 
17 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2018), 

hlm.1. 

  
18 Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property 

Rights Law in Indonesia), (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hlm. 15. 

 
19 Sri Rejeki Hartono, Buku Panduan: hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Sinar 

Grafika, 2001), hlm.29. 

 
20 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,  (Bandung, Mandar 

Maju, 2011), hlm. 47. 
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Teori hak alami berasal dari teori hukum alam yang didukung oleh tokoh-

tokoh seperti Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius. John Locke 

berpendapat bahwa manusia secara alami adalah makhluk moral yang 

memiliki substansi mental dan hak. Tubuh manusia dianggap sebagai bagian 

dari kekayaan pribadinya, dan aspek fundamental yang dimiliki setiap 

individu adalah kebebasan. 

b. Teori Karya (Labor Theory) 

Teori karya merupakan pengembangan dari teori hak alami. Jika teori hak 

alami berfokus pada kebebasan manusia untuk bertindak, teori karya 

menitikberatkan pada proses penciptaan dan hasil yang dihasilkan. 

Meskipun setiap orang memiliki otak, tidak semua orang mampu 

memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan sesuatu. 

c. Teori Pertukaran Sesuatu (Social Exchange Theory) 

Teori ini didukung oleh George C. Homan dan Peter Blau, yang 

mendasarkan teori pertukaran sosial pada prinsip dasar transaksi ekonomi. 

Seseorang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu mengharapkan 

imbalan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkan. Namun, tidak semua 

transaksi sosial dapat diukur secara konkret, seperti dengan uang, barang, 

atau jasa. Terkadang yang lebih berharga adalah hal-hal tidak berwujud 

seperti penghormatan atau penghargaan. Dalam konteks hak kekayaan 

intelektual, penting bagi pencipta, desainer, atau penemu untuk 

mendapatkan imbalan atas karya yang telah dihasilkannya. 

d. Teori Fungsional (Functional Theory) 
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Teori ini dianut oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Teori fungsional 

atau fungsionalisme didasarkan pada asumsi bahwa seluruh struktur sosial 

diarahkan pada integrasi dan adaptasi dalam sistem yang berlaku. 

Keberlangsungan suatu struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui 

konsekuensi atau efek-efek penting yang berguna dalam menghadapi 

kehidupan masyarakat. Para penganut fungsionalisme berusaha 

menunjukkan bahwa pola-pola yang ada memenuhi kebutuhan vital sistem, 

yang menjelaskan keberadaan pola tersebut, dengan masyarakat sebagai 

objek kajiannya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pendekatan lapangan (field research), di 

mana data dan informasi akan dikumpulkan secara langsung dari sumber yang telah 

ditentukan. Setelah pengumpulan data, hasil yang diperoleh akan dianalisis untuk 

mengeksplorasi implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di 

Kabupaten Gunungkidul. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah 

Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa sanggar tari di wilayah 

Kabupaten Gunungkidul. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. 

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang 

berlangsung, sehingga dapat memberikan data yang seakurat mungkin mengenai 
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objek penelitian, utamanya tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi seniman 

serta pihak terkait lainnya mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta 

terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. 

Pendekatan ini mengintegrasikan analisis hukum dengan pengamatan langsung 

terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan 

yuridis empiris, peneliti dapat memahami penerapan hukum dalam konteks nyata 

serta mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum yang ada berfungsi dalam praktik 

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang 

mendalam mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari 

di Kabupaten Gunungkidul. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan 

wawancara secara langsung dengan informan yang relevan dengan topik 

penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi 

yang mendalam dan akurat mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta 

terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, serta mendapatkan 

perspektif langsung dari para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 
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hukum primer dalam konteks ini adalah perundang-undangan yang relevan, 

yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas hak cipta 

terhadap karya seni tari. Bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal-

jurnal hukum yang membahas hak cipta serta efektivitas regulasi dalam 

perlindungan seni tari. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari sumber-

sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel, surat 

kabar, serta informasi yang diperoleh dari internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi dari sumber data primer maupun sekunder melalui: 

a. Wawancara  

Wawancara akan dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab terhadap 

pihak-pihak yang relevan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, 

wawancara akan dilakukan dengan pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Gunungkidul, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa seniman sanggar tari di 

wilayah Kabupaten Gunungkidul. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan dengan menginventarisasi dan mengutip buku-buku 

literatur yang berkaitan dengan ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan 

mengenai hak cipta, serta karya-karya ilmiah dan catatan kuliah yang relevan 
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dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi mencakup pengumpulan arsip, kebijakan pemerintah, 

serta literatur terkait yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan 

untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih dalam 

mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di 

Kabupaten Gunungkidul. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menyajikan data secara deskriptif dan 

menganalisisnya secara kualitatif.21 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, 

penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun secara terstruktur 

menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berisi tinjauan umum terkait teori yang digunakan mengenai 

 
21 Tantang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98. 
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hak cipta. Pembahasan ini mencangkup dengan tinjauan umum tentang Hak 

Kekayaan Intelektual dan berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak cipta 

beserta penyelesaian sengketanya. 

Bab Ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang Kabupaten Gunungkidul 

dan Dinas Kebudayaan Gunungkidul. Pembahasan mencakup sejarah dan letak 

geografis Kabupaten Gunungkidul serta profil Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Gunungkidul. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dinamika sanggar tari, pengertian 

dan klasifikasi seni tari, serta data sanggar dan status pendaftaran hak cipta di 

Kabupaten Gunungkidul. 

Bab  Keempat, membahas dan menganalisis mengenai efektivitas 

implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap 

karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul serta upaya yang dilakukan 

seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya. 

Bab Kelima, berisi penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan 

memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian Bab 

1. Selain itu akan dipaparkan saran atau rekomendasi terhadap perlindungan hukum 

hak cipta karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi 

objek penelitian ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta di Kabupaten Gunungkidul masih belum efektif. Hal ini terlihat dari 

minimnya jumlah karya seni tari yang didaftarkan sebagai hak cipta di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), meskipun 

terdapat lebih dari 60 sanggar seni yang aktif di daerah tersebut. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas implementasi Undang-

Undang Hak Cipta dapat ditinjau dari teori Soerjono Soekanto dari lima 

faktor. Pertama, Fakor Hukum, yang mana regulasi mengenai hak cipta 

sebenarnya sudah tersedia, namun penerapannya dalam konteks seni tari 

tradisional masih kurang optimal. Kedua, Faktor penegak hukum 

menunjukkan bahwa koordinasi antara Kemenkumham Yogyakarta dan 

Dinas Kebudayaan Gunungkidul masih belum optimal. Ketiga, faktor 

sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan, di mana proses pendaftaran hak 

cipta masih dianggap rumit, sementara pendampingan bagi seniman dalam 

mengurus legalitas karyanya masih terbatas. Keempat, faktor masyarakat, 

yang mana kesadaran para seniman mengenai pentingnya hak cipta masih 

rendah, sehingga banyak karya seni tari yang belum didaftarkan secara 
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resmi. Kelima, faktor budaya turut memengaruhi kondisi ini, karena seni tari 

lebih sering dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan 

secara kolektif daripada sebagai suatu karya yang memerlukan perlindungan 

hukum individual. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih 

efektif dari pemerintah seperti utamanya dalam hal sosialisasi, mengingat 

bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang hampir 

terlupakan dari sasaran sosialisasi, kemudian memperkuat koordinasi antar 

lembaga, serta memberikan pendampingan teknis kepada para pelaku seni.  

2. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan seniman sanggar tari di 

Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya adalah  dengan 

dokumentasi dan publikasi karya melalui channel youtube dan platfrom 

lainnya, pengakuan hak moral atas seni tari dengan meminta pengakuan 

secara eksplisit ketika tari ciptaan mereka digunakan oleh pihak lain, serta 

ikut berartisipasi aktif dalam event dan festival yang tujuannya untuk selain 

mempromosikan budaya lokal tetapi juga secara tidak langsung 

mengukuhkan kepemilikan mereka atas karya tari yang diciptakan. Adapun 

harapan dari seniman kepada pemerintah agar perlindungan hak cipta dapat 

lebih efektif dan terealisasi dengan baik adalah dengan meningkatan edukasi 

dan sosialisasi hak cipta, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta, 

serta disenyediakannya platform digital sebagai arsip karya seni tari di 

Kabupaten Gunungkidul. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk memberikan masukan agar efektivitas 

implementasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya seni tari di Kabupaten 

Gunungkidul menjadi lebih baik, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu dijalin kerjasama yang lebih kuat antara Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan 

Gunungkidul guna memastikan perlindungan hak cipta bagi para seniman 

dapat berjalan lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengadakan program edukasi yang berkelanjutan mengenai 

prosedur pendaftaran hak cipta, termasuk mekanisme, persyaratan, serta 

manfaat hukum yang diperoleh setelah karya seni terdaftar secara resmi, 

baik itu melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan lain sebagainya.  

2. Sistem pendokumentasian (arsip data) digital terhadap karya seni tari di 

Kabupaten Gunungkidul menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. 

Selain mengarsipkan data sanggar tari, setiap karya seni yang dihasilkan 

oleh sanggar-sanggar tersebut juga harus terdokumentasi dengan baik. 

Menurut penulis dokumentasi ini dapat berfungsi sebagai rekam jejak resmi 

yang dapat diakses kembali jika diperlukan, meskipun karya tersebut belum 

terdaftar hak ciptanya di Kemenkumham. Dengan adanya sistem digital ini, 

masyarakat dapat mengetahui dan mengapresiasi keberagaman karya seni 

tari di Gunungkidul sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. 

3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayan) Kabupaten Gunungkidul 

sebaiknya lebih aktif dalam mendampingi seniman-seniman sanggar tari 
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maupun memfasilitasinya dalam proses pendaftaran hak cipta. Selain 

sosialisasi, perlu adanya program pendampingan administratif yang 

mempermudah proses pendaftaran hak cipta karya seni tari.  

4. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka selain dari pihak pemerintahan, para 

pelaku seni khususnya seniman tari juga harus ikut andil secara aktif dalam 

melindungi hak cipta karya mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, memahami 

prosedur pendaftaran hak cipta, serta berinisiatif mendaftarakan karya 

mereka secara resmi. 
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